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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Organisasi Perangkat Daerah kepada Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang
Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu
Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara 4347);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

L?ndnnnUn(lnnn Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahanan Lembaran

Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentar}g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4263);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614); sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016

Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun

2018 Nomor 10},
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Menetapkan

16. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran

b

8.

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Ogan llir
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan llir

Tahun 2018 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

BUPATI TENTANG  PENYEDIAAN UANG

PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERATURAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan llir.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Ogan llir.

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat  Pengguna

Anggaran/KuasaPengguna Anggaran atau Pejabat yang diberl
wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala be'r_ltuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Daerah. )
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu

atau beberapa program.

10. Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
uptuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya.
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13. Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  untuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk
keperluan belanja dacrah dalam rangka pelaksanaan APED

pada OPD

14. Rekening  Kas Umum  Daerah
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran ¢
bank vang ditetapkan.

15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
sejumlah uang vang disediakan untuk ()PD.
melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- hari.

16. Program adalah penjabaran  kebijakan OPD dalam bentuk
upaya yvang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapal
hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai hagian daﬂ
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdir
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang ﬂ}OdaJ_

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi darl

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagal
masukan (input) untuk menghasilkan  keluaran (output]

dalam bentuk barang/jasa.

adalah rekening tempat
Kepala

arla
lacrah paca

yp adalah
dalam

BABII
PELAKSANAAN

Pasal 2

g Persediaan sebagai

(1) Menetapkan OPD yang diberikan Uan )
sional

Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan opera
sehari-hari.

(2) Pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Sumsel Babel
untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OPD dengan izin Bupati
Ogan Ilir.

(3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat
Bendahara Pengeluaran pada OPD untuk mengelola Uang
Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah
dapat memerintahkan  pemindahbukuan dan/atau
penutupan rekening pengeluaran scbagaimana dimaksud

pada ayat (2).
Pasal 3

(1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran
yang dilakukan langsung oleh OPD bukan kepada pihak
ketiga yang menyediakan barang dan /atau jasa ;

(2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa
pemotongan jumlah Ganti Uang Persediaan.
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(3) Uang Persedinan (UP) pada awal tahun akan diberikan jika
Uang  Persedinan  pada  tahun  sebelumnya telah
dipertanggungjawabkan dan sisanya disetor kembali ke Ka9
Daerah, yang dibuktikan dengan bukti setor ke Kas Daerah

Kabupaten Ogan Ilir.,

Pasal 4

untuk  masing-masing OPD

Besaran uang persediaan
ang merupakan

sebagaimana tercantum pada lampiran y
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pengisian kembali Uang Persedinan atau Ganti Uang
Persediaan dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah
dipertanggunjawabkan minimal 80% (delapan puluh per§cn)
dari nilai Uang Persediaan yang diterima oleh masing-

masing OPD.
(2) Pengendalian  internal terhadap
Persediaan dilakukan oleh Kepala OPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

pengelolaan ~ Uang

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahui, .
atannya dalam Berta

Peraturan Bupati ini dengan penemp
Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya,

pada tanggal, 2 fp[nuar; 2019

7 BUPATI QGAN n.my‘

&/ ’F M. ILYAS PANJT ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 JAnuan 2019

SEKRETARIS DAERAH
/ KABUPATEN OGAN ILIR,

!
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 20(9 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner



| e 1ha.

(2) Uang Persediaan (UP) pada awal tahun akan diberikan jika
U'ang Persediaan  pada  tahun  sebelumnya  telah
dipertanggunjawabkan dan sisanya disetor kembali ke Kas
Daerah, yang dibuktikan dengan bukti sctor ke Kas Daerah

Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 4

untuk masing-masing OPD

Besaran uang persediaan
g merupakan

sebagaimana tercantum pada lampiran yan
isahkan dalam Peraturan ini.

bagian yang tidak terpi
Pasal 5

Uang Persediaan atau Ganti Uang
abila Uang Persediaan telah

(delapan puluh persen)

(1) Pengisian kembali
Persediaan dapat diberikan ap
abkan minimal 80%

dipertanggunjaw
dari nilai Uang Persediaan yang diterima oleh masing-
masing OPD

terhadap pengelolaan  Uang

(2) Pengendalian internal
Persediaan dilakukan oleh Kepala OPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya,
Pada tanggal, 2 Wauan 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 2 JAnAAN 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2.0@ NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AIP }1119\ 3113’ s 1
. 198503 1 007
PEMBINA TK. I {IV.b)
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: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG : PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN  BAGI  ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA  PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.
DAFTAR UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KODE DIBERIKAN UANG
UNIT UNIT ORGANISASI PERSEDIAAN |
o 2 o 3 Ll
' 1.01.01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 600.000.000 |
1 1.02.01 | Dinas Kesehatan 600.000.000 |
1'1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir ~250.000.000 |
1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 240.000.000 |
1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 500.000.000 |
1.05.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 125.000.000 |
1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 126.000.000
Kebakaran ;
1.06.01 | Dinas Sosial 145.000.000
1.06.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 150.000.000 |
| 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 80.000.000
2.03.01 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 225.000.000
2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan 135.000.000
2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 83.000.000 |
2.07.01 | Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 280.000.000
2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP & PA 200.000.006‘
2.09.01 | Dinas Perhubungan 68.000.000
2.10.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika 92.000.000
i 2.11.01 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 150.000.000
UKM .
2.12.01 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 94.000.000
Satu Pintu
2.13.01 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 200.000.000
2.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44.000.000
3.01.01 | Dinas Perikanan 68.000.000
4.01.03 | Sekretariat Daerah 2.000.000.000
4.01.04 | Sekretariat DPRD 4.200.000.000 |
4.02.01 | Inspektorat - 150.000.000
4.03.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000
4.04.01 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 550.000.000
4.04.03 | Badan Pendapatan Daerah 300.000.000
4.05.01 | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 300.000.000
4.07.01 | Badan Penelitian dan Pengembangan 50.000.000
_{.01.05 Kecamatan Tanjung Batu 32.000.000
4.01.06 | Kecamatan Payaraman 32.000.000
4.01.07 | Kecamatan Lubuk Keliat 25.000.000
4.01.08 | Kecamatan Muara Kuang 28.000.000
4.01.09 | Kecamatan Rambang Kuang 25.000.000
4.01.10 | Kecamatan Indralaya 32.000.000
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“KODE |
e UNIT ORGANISASI Fm:g:;gmmw G
1 2 e 3

4.01.11 | Kecamatan Indralaya Selatan 25.000.000.
2.01.12 | Kecamatan Indralaya Utara _ 29.000.000
4.01.13 | Kecamatan Tanjung Raja 35.000.000
4.01.14 | Kecamatan Rantau Alai 25-_QQQQOQJ
14.01.15 | Kecamatan Kandis 25.000.000
| 4.01.16 | Kecamatan Sungai Pinang 28;090,#4-000
14.01.17 | Kecamatan Rantau Panjan 25.000.000 |

4.01.18 | Kecamatan Pemulutan
4.01.19 | Kecamatan Pemulutan Barat
4.01.20 | Kecamatan Pemulutan Selatan

25.000.000
25.000.30_(4
25.000.000 |
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